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Dalam Pokok Permohonan: 
▪    Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
▪    Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, 
“mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada 
saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari 
keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai 
calon”;  

▪    Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, 
“mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada 
saat mendaftar sebagai calon” tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah 
mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat 
mendaftar sebagai calon”;  

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang 
tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang 
ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan 
partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang 
tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang 
ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan 
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partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 
ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca:  
“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
a. 1 (satu) orang unsur KPU;  
b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;  
e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”  

▪     Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan 
pertimbangan masing-masing unsur” bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  

▪     Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan 
pertimbangan masing-masing unsur” tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11) 
tersebut selengkapnya harus dibaca, ”Setiap anggota DKPP 
dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku”;  

▪     Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;  

▪     Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 

Tanggal Putusan : Rabu, 4 Januari 2012. 
Ikhtisar Putusan                               :      

   Para Pemohon yang berjumlah 136 pihak terdiri atas Pemohon 1 sampai dengan 
Pemohon 23 adalah badan hukum privat dan pemohon 24 sampai dengan pemohon 36 
adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang mendapatkan kerugian secara langsung 
maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional 
para Pemohon kerugian konstitusional akibat  pemberlakuan Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf 
i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.  

  Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para  Pemohon 
adalah pengujian Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf 
e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya  para Pemohon 
mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian UU 
Migas dan mempunyai hubungan hukum (causal verband) khususnya Pasal 11 huruf i, Pasal 
85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (5) 
UUD 1945, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak 
akan atau tidak lagi terjadi.   

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan 
konstitusionalitas Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf 
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e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu. Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

1.   Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, para Pemohon dalam petitumnya 
mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah “Memerintahkan tim 
seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan UU 
15/2011 untuk menangguhkan penerapan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i tentang 
syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan 
seleksi hingga MK menerbitkan putusan dalam perkara a quo”; Mahkamah berpendapat 
Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan tim seleksi anggota KPU 
dan Bawaslu menangguhkan penerapan pasal tertentu. Penundaan keberlakuan pasal 
tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang jika 
Mahkamah tidak mengabulkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu 
juga bagi Pemohon. Di samping itu, karena pokok permohonan para Pemohon diputus 
dalam putusan a quo, maka provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak relevan 
lagi untuk dipertimbangkan; 

2.   Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa 
jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam 
Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri 
dari keanggotaan partai politik … pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan 
dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; Mahkamah berpendapat, syarat sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011 tersebut berkaitan 
erat dengan makna Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri”, terutama pada kata “mandiri”; Istilah mandiri, jika merujuk pada latar belakang 
historis proses perubahan UUD 1945, terkait erat dengan konsep non-partisan. Artinya, 
kemandirian yang dimiliki oleh komisi pemilihan umum, sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai 
politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga 
penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah peserta pemilihan umum. 
Konsep mandiri atau non-partisan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan umum 
(komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan 
umum; 

3.   Keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, 
setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya anggota partai 
politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) diakomodasinya orang yang 
bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan 
partai politik tertentu; Menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan 
antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang 
kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian 
anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian 
institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota; 

4.   Sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum dari upaya-upaya 
pragmatis partai politik peserta pemilu, Mahkamah berpendapat syarat pengunduran diri 
dari keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo, harus 
diberi batasan waktu. Secara sosiologis, untuk memutus hubungan antara anggota 
partai politik yang mencalonkan diri dengan partai politik yang diikutinya, perlu 
ditetapkan tenggang waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip 
kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum; Tenggang waktu pengunduran 
diri dari partai politik, menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri 
sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh 
Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 
5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum 
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
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Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan 
Pasal 85 huruf I UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan 
partai politik ...pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E 
ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat 
mendaftar sebagai calon”; 

5.   Terkait dengan keberadaan dewan kehormatan, yang dalam UU 15/2011 disebut 
sebagai DKPP, Mahkamah berpendapat bahwa dewan kehormatan yang menangani 
perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
pemilu. Hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas 
menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu 
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang 
dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan 
dewan kehormatan; 

6.   Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d [sic] berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-
masing mengusulkan 2 (dua) orang”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat 
(5) UUD 1945; Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 
109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh 
masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil 
atau ...dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” telah 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 
15/2011 selengkapnya dibaca, “DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 tidak lagi mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.  

7.   Keberadaan DKPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur KPU, Bawaslu, dan 
tokoh masyarakat, ditujukan agar DKPP mampu bertindak dan bersikap mandiri. 
Dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah tidak ada lagi 
dalam keanggotaan atau komposisi DKPP, menurut Mahkamah, permohonan para 
Pemohon agar Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 
22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme penggantian 
antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan 
keanggotaan DKPP, yang jika tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan 
menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP. Namun demikian, penggantian 
antarwaktu yang didasarkan pada “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing 
unsur”, membuka kemungkinan bagi unsur-unsur yang ada untuk melakukan penarikan 
dan penggantian wakilnya di DKPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Hal 
demikian, meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan 
tugas-tugas DKPP; Mahkamah berpendapat, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dalam 
kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 
1945, harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas 
pertimbangan dan permintaan DKPP, dan bukan semata-mata atas “kebutuhan dan 
pertimbangan masing-masing unsur”; Menurut Mahkamah, Pasal 109 ayat (11) UU 
15/2011 sepanjang frasa, “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing 
unsur” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pasal 109 ayat (11) UU 
15/2011 selengkapnya menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat 
diganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”; 

                               Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para 
Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 11 huruf i; Pasal 85 huruf i; Pasal 109 
ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) huruf d; Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, “4 
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(empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR 
berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah 
genap”; Pasal 109 ayat (5); dan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beralasan hukum untuk sebagian permohonan 
para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan demikian Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:  
Dalam Provisi: 
▪    Menolak permohonan provisi para Pemohon 

 
Dalam Pokok Permohonan: 
▪    Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
▪    Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246), 
sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada saat 
mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat 
mendaftar sebagai calon”;  

▪    Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246), 
sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada saat 
mendaftar sebagai calon” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan 
diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;  

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246) sepanjang 
bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik 
yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada 
di DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

▪    Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246) sepanjang 
bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik 
yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada 
di DPR berjumlah genap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 
109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca:  
“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
a. 1 (satu) orang unsur KPU;  
b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;  
e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”  

▪     Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246) sepanjang 
frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

▪     Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246) sepanjang 
frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11) tersebut selengkapnya harus 
dibaca, ”Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku”;  

▪     Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya;  

▪     Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 


